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Abstrak
Pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum dapat muncul sewaktu-waktu dan di manapun
serta bisa muncul dari siapapun termasuk salah satu dari dokumen resmi berupa undang-
undang. Apabila subjek hukum hak-haknya terlanggar oleh terbitnya suatu undang-undang,
maka undang-undang dimaksud dapat diminta bakal dibatalkan keberlakuannya wvia
Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang dianggap dapat melanggar hak subjek hukum
adalah ketentuan penormaan mengenai parate executie pada fiduciare. Untuk menganalisis
bagian pertama. mengenai maksud parate executie vang mengakibatkan kerugian pihak
tertentu atas berlakunya ketentuan norma tersebut, serta yang kedua, mengenai
pertimbangan hukum putusan amah Konstitusi perihal norma vyang mengatur
mengenai parate executie dalam @amman fidusia dalam Ratio Decidendi Mahkamah
Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVIL/2019. Dalam penulisan ini mengunakan
analisis dogmatif sebagaimana yang lazim dalam riset ilmu hukum. Putusan Mahkamah
Konstitusi dianalisis dengan vonis yang berbeda dan doktrin dari para pakar serta regulasi
untuk menganalisis pertimbangan hukum putusan tersebut. parate executie merupakan hak
yvang melekat pada penerima jaminan yang bisa dilaksanakan jikalau penderma agunan
melakukan lapuh ikrar. Parate executie dilakukan oleh penerima jaminan tanpa ijin dari
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etua pengadilan negeri. Objek agunan yang dilelang via penawaran masal diajukan sendiri

leh penerima jaminan. Cidera janji vang dilakukan debitor pemberi fidusia terjadi apabila
ada kesepakatan@ntara pemberi dan penerima fidusia. Atau wanprestasi tersebut terjadi
atas berdasarkan upaya hukum dalam menentukan terjadinya wanprestasi. Kesepahaman
pengagih bersama pemeroleh fiduciare timbulnya ingkar ikrar yang dialami oleh pemberi
fidusia dapat lahirnya parate executie vang dimiliki oleh penerima fidusia.

Kata kunci: Fidusia, parate executie, cidera janji.

Abstract
Violations of the r:’gh.fgeﬁf legal subjects can arise at anv time and amwhere and can arise
Jrom anvone, including mn—@;f the official documents in the form of law. If the legal subject
is violated by the issuanceof a law, then the law can be asked to be revoked through the

é’omrimﬁonaf Court. The law which is considered to violate the rights of legal subjects is

aw Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Securitv. provisions of Article 15
paragraph (3) of Law No. 42/1999 concerniyie Guarantees. To analvze the first, regarding
the purpose of the parate execuitie h'hf’r:.‘h@:?suh‘s in the loss.of certain parties for the
enactment of the norm provisions, and the second, concerning the legal considerations of
the Constitutional Court's decision regarding the norpas governing parate executies in
fiduciary guarantees in the Ratio Decidendi Decision of the Constitutional Court Number
18 / PUU -XVII / 2019. In this paper using normative analvsis as is common in legal
science research. Decisions of the Constitutional Court are analvzed with other decisions
and opinions of experts and legislation to analxze the legal considerations of those
decisions. parate executie is a right that is .fnherengn the recipient of the guarantee which
can be done if the guarantor makes a breach of contract or breach of contract. Parate
executies are carried out by the recipient of the guarantee without permission firom the
head of the district court. Collateral objects sold through public auctions are submitted by
the recipient of the guarantee themselves. A breach of contract made bv a fiduciary debtor
occurgﬁ'hen there is an agreement between the giver and the fiduciary recipient. Or the

efault occurs based on legal efforts to determine the default. An agreement between a

iduciary giver and recipient of a breach of contract experienced by a fiduciary giver can
give birth to a parate executie owned bv a fiduciary recipient.

Keywords: fiduciary, parate executie, default.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Para subjek hukum tidak pernah ragu apabila disebut Indonesia sebagai negara
hukum.! Di dalam negara hukum, kesetaraan dalam berkedudukan dimuka undang-undang
dan dimuka urusan kepemerintahan dimiliki bagi setiap subjek. serta hukum dan

pemerintahan tersebut wajib dijunjung tanpa kecuali’ Kesetaraan kedudukan hukum

! Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943, 1945, sec. Pasal 1
Avat (3).
% Ibid.. sec. Pasal 27 Ayat (1).
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tersebut, diakui, dijamin, dilindungi, pasti di depan undang-undnag serta diperlakukan
secara setara di depan norma undang-undang merupakan wewenang subjek hukum.® Di
samping itu, merupakan hak asasi subjek hukum meliputi “perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. rasa aman. perlindungan dari ancaman
ketakutan™.* Di negara hukum. sewenang-wenangan pengambilalihan hak milik pribadi
tidak diperkenankan merupakan hak subjek hukum.® Hal tersebut adalah tanda adanya
negara Indonesia sebagai wilayah hukum nan tidak dapat diragukan keberadaannya oleh
siapa pun. Hak-hak subjek hukum tersebut dilindungi oleh negara Indonesia sebagaimana
termaktub dalam konstitusinya.

Pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum dapat muncul sewaktu-waktu
dan di manapun serta bisa muncul dari siapapun termasuk salah satu dari dokumen
resmi berupa undang-undang. Apabila subjek hukum hak-haknya terlanggar oleh
terbitnya suatu undang-undang, maka norma dimaksud bisa diminta buat dibatalkan
keberlakuannya melalui Mahkamah Konstitusi.® Undang-undang vang dianggap
dapat melanggar hak subjek hukum adalah Ketentuan yvang selanjutnya berbunyi
sebagai berikut: “Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak
untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya
sendiri”.’

Ketentuan tersebut yvang digunakan oleh subjek hukum tﬁrtenm%alam hal ini
penerima fidusia, mengambil objek jaminan fidusia sewaktu-waktu dengan alasan subjek
hukum laiun}ra%alam hal ini pemberi fidusia, dianggap wanprestasi oleh penerima fidusia.
Bagi pemberi fidusia bahwa wanprestasi yang dijadikan dasar untuk menarik objek fidusia
merupakan pengajuan sepihak penerima ﬂdusia.a?’emberi dan penerima fidusia terikat
dengan perjanjian yang mereksa sepakati sebagaimana tercantum dalam akta pemberian
fidusia sebagai perjanjian tambahan. vang sebelumnya dilakukan perjanjian pokok.
Perjanjian tambahan berupa akta pemberian fidusia didaftar di kantor pendaftaran fidusia
dan tertib sertifikat fidusia. Atas dasar itulah. objek fidusia dapat dijual dengan kekuasaan

sendirt oleh penerima fidusia sewaktu-waktu., apabila wanprestasi dilakukan pemberi

¥ Ibid.. sec. Pasal 28D Ayat (1).

*Ibid.. sec. Pasal 28G Ayat (1).

* Ibid.. sec. Pasal 28H Ayat (4).

5 Ibid.. sec. Pasal 24C Ayat (1).

" Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 1999, sec. Pasal 15
Ayat (3).
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fidusia. Hal demikian dalam hukum jaminan dinamakan parate exeutie. Suatu cara ekskusi
yang mudah bagi penerima objek jaminan salah satunya penerima fidusia. Terminologi
parate executie menggetarkan para pihak untuk saling berlindung dan mencoba

membongkar defenisi dan implikasi parate executie.

Untuk pemberi fidusia bahwa ketentuan parate executie tersebut merugikan hak-
hak konstitusionalnya dan karena dilakukan uji materi ketentuan tersebut ke mahkamah
konstitusi. Suatu kerugian konstitusional apabila terpenuhi parameter tertentu antara lain:
pertama, UU1945 memberikan kepada pemohon kepunyaan dan / atau wewenang yang
dijamin konstitusi: kedua. norma yang berlaku dianggap menghilangkan kedaulatan dan /
atau kewenangan pemohon dalam pengujian dimaksud: ketiga, sesuai penalaran yang
proporsional bisa dipastikan akan terjadi adauya@ak dan / atau kewenangan konstitusional
yvang kerugikannya wajib bersifat khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial;
keempat, l{eberlalman%ndang-undaug yvang dimohonkan pengujian memiliki hubungan
sebab akibat terhadap kerugian dimaksud: dan kelima. kehilangan keadaulatan dan / atau
wewenang diakui konstitusi semacamnya yvang didalibkan tak akan atau tiada berulang

kembali. apabila adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan.®

Uralan tersebut memantik untuk menganalisis yang pertama, mengenal maksud
parate executie yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu atas berlakunya ketentuan
norma tersebut, serta yvang kedua. mengenai pertimbangan hukum putusan Mahkamah
Konstitusi perihal norma vang mengatur mengenal parate executie di dalam jaminan
fidusia. Dua hal tersebut akan diuraikan sebagai suatu bentuk permasalahan sebagaimana

rumusan masalah vang diuraikan di bawah ini.

B. Perumusan Masalah
1. Apa Yang Dimaknai Dengan Parate Executie Dalam Norma Jaminan Indonesia?
2. Apakah Parate Executie Dalam Jaminan Fidusia Menunlt%atio Decidendi Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVIL/2019?
PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Parate Executie Dalam Hukum Jaminan Indonesia

® Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IIL/2005,”
2005; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomeor 11/PUU-V/2007.”
2007.
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@arate executie merupakan hak untuk kemudian kreditor (penerima objek
jaminan), sebagai manifestasi kelancaran kegiatan perdagangan / bisnis. Untuk perlu
disimak ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi yang dahulu vaitu %umsau
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-VIII/2010, sebagai berikut:

“dalam hal debitor cidera janji maka hak relatif tersebut berlaku. Hak
pemegang Hak Tanggungan pertama bersifat relatif (relatief recht), artinva
berlaku hanva untuk seseorang tertentu atau lebih vang dapat melaksanakanva
(Een relatief recht—ook wel persoonlijk recht genoemd—is een recht dat slechts in
relatie tot een of meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend). Hak tersebut
menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, memberikan
sesuatu, dan/atau tidak melakukan sesuatu’.®

Demikian itu merupakan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi ketentuan
penganturan parate executie dalam hak tanggungan. Ketentuan nnrma@asal 6 dan norma
Pasal 20 avat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 din}ratakan%ahwa
“apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunvai hak untuk
menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnva dari hasil penjualan tersebut”. Ketentuan tersebut
dipertegas dalam Pasal 20 ayat (1) huruf {a)qlndaug-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa
“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: (a) hak pemegang Hak Tanggungan
pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaiksud dalam Pasal 6.
Parate exeutie merupakan hak relatif yang dimiliki oleh kreditor apabila wanprestasi
dilakukan oleh debitor. Hak relatif diciptakan tuntutan kepada debitor agar melakukan,
memberikan. dan/atau tidak memberikan objek jaminan kepada kreditor. Tuntutan dapat

dilaksanakan apabila telah terjadi wanprestasi dilakuan debitor.

Apabila ratio decidendi tersebut dibandingkan dengan legal opinionnya Herowati
Poesoko.!” saksi ahli yang diajukan oleh pemerintah dalam perkara Nomor 70/PUU-
VIII/2010, ada kemiripan antara rasio legis pendapat hukum saksi ahli tersebut dengan
ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi tersebut. Pendapat saksi ahli secara lengkapa
sebagai berikut:

“hak relatif vang dimaksudkan itu, ciri hak relatif hanva berlaku untuk

seorang tertentu. Yang berarti apabila kita masukan dalam Pasal 6, ciri hak
relatif adalah secara ex lege hanva berlaku bagi pemegang hak tanggungan

? Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010, 2010,
39.

1% Herowati Poesoko. Guru Besar Hukum Acara Pedata Fakultas Hukum Universitas Jember., yang menulis
disertasi tentang parate exeutie.
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pertama secara pribadi untuk menjual obvek hak tanggungan atas kekuasaan
sendiri, bukan kuasa termasuk seorang advokat. Ciri vang ke dua, ciri hak relatif
mempunvai tuntutan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, memberikan
sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Yang kalau kita mengambil pada Pasal 6-
nmva maka di sini ciri hak relatif bagi pemegang hak tanggungan pertama,
mengajukan kepada kantor lelang untuk melakukan penjualan obvek hak
tanggungan milik debitur vang cedera janji secara lelang melalui pelelangan
umum. Ciri vang ketiga, objek hak relatif adalah prestasi. Yang berarti dalam
Pasal 6 UUHT, prestasi dari hasil penjualan melalui lelang digunakan sebagai
sumber pelunasan piutang vang diterimakan kepada pemegang Hak Tanggungan
pertama. Berpijak pada Pasal 6 vang terkandung ciri-ciri hak relatif vang
substansinva preskriptif, maka hak menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri, hanva berlaku bagi pemegang Hak Tanggungan pertama secarda
pribadi. Logika hukumnva, pengajuan parate executie oleh seorang kuasa
hukum bahkan seorang advokat bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang
Hak Tanggungan”.*!

Uraian ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi di atas dengan pendapat
hukum saksi Herowati Poesoko memiliki kesamaan pandangan ratio legis perihal parate
executie. Dengan demikian. antara pendapat ahli (doktrin) dengan ratio decidendi putusan

mahkamah konstitusi di atas mengenai parate executie tidak ada pertentangan.

Parate executie ialah karakteristik khas hukum agunan vyang memberikan
kemudahan untuk kreditur apabila debitur ingkar janji maka hasil penjualan lelang diambil
pelunasan piutangnya kreditur atau dengan kata lain kewajiban tidak dilaksanakan debitur
sebagaimana mestinya.'? Hak istimewa tersebut dapat dijadikan instrumen yang ampuh
bagi dunia perdagangan / bisnis dalam pemberian kredit. Dunia bisnis tidak khawatir
dengan kredit yang dikucurkan untuk debitor. Bagi debitor hak yang diberikan kepada
kreditor tersebut dapat meringankan dan cepat dalam penyelesaian hutang vang
dihadapinya.l® Parate executie diberikan rumusan makna oleh para ahli yang intinya
menjalankan atau melakukan sendiri. Parate eksekusi sesuai pemikiran Mariam Darus
Badrulzaman adalah “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa vang menjadi
haknya tanpa perantaraan hakim™.!* Parate eksekusi sesuai pendapat tartib “adalah
“eksekusi vang dilakukan sendiri oleh baik pemegang hipotek pertama dengan beding van

eigenmachtige verkoop maupun pemegang gadai, berhubung debitur sebagai pemberi

' Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010 Perihal
Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

2 Irfan Fachruddin, “Terobosan Terhadap Prinsip Hipotik.” Varia Peradilan VIL. no. 77 (1992): 138.

13 Ibid.. 139.

¥ Mariam Darus Badrulzaman. Bab-Bab Tentang Hyphotek. IV. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991),
65.
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hipotik dan pemberi gadai tidak dapat membayar hutang pokok maupun bungannya™.
Parate eksekusi oleh Purnama Tioria Sianturi didefinisikan “sebagai pemegang hak
tanggungan dapat melakukan penjualan penjualan barang jaminan secara langsung dengan
bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa perlu persetujuan
pemilik barang jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan™.’® Parate
executie menurut J. Satrio, merupakan lembaga hukum vang digunakan kreditor sebagai
upaya untuk menguangkan tagihannya dan karena itu mirip seperti dengan suatu

eksekusi.!’

@ksekusi objek hak tanggungan secara parate exeutie diatur dalam norma Pasal 20
Ayat (1) huruf a UUHT sebagaimana berikut:

“apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: a. hak pemegang Hak
Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan
umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tang-gungan dengan hak
mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya™.

Hak untuk menjual objek hak tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-

andang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa: “apabila debitur cidera janji. pemegang hak

tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan tersebut™. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 termaktub
pula dalam hipotik sebagaimanﬁetenman Pasal 1178 ayat (2) BW dinyatakan bahwa:

“namun kreditor hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh
mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi
sebagaimana mestinya, atau bila bunga vang terutang tidak dibayar, maka ia
akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil vang terikat itu di muka
umum. agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah vang pokoknya maupun
bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar
umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang
diperintahkan dalam Pasal 12117,

Parate executie dalam kE'[EIl’[llal’IQEisal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 berbeda

dengan ketentuan Pasal 1178 ayat (2) BW, karena@etenman Pasal 6 Undang-Undang

'* Tartib, “Catatan Tentang Parate Eksekusi,” Faria Peradilan XI. no. 124 (1996): 149,

¥ Pumama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak
Melalui Lelang. 1. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 79.

71, Satrio. Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1993), 2.
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Nomor 4 Tahun 1996 mengenai penjualan atas l«:ekuasaan@endiri objek hak tanggungan
kewenangan penerima hak tanggungan diberikan oleh undang-undang (secara ex /ege)
bukan diberikan oleh debitur%emberi hak tanggungan vang terdapat dalam akta pemberian
hak tanggungan. sedangkan kewenangan kreditur penerima@ipotik pertama untuk menjual
atas kekuasaan sendiri objek jaminan hipotik diberikan oleh pemberi hipotik dalam

perjanjian hipotik.

Parate executie juga diatur dalam gadai sebagaimana ketenman@asal 1155 KUH
Perdata dinyatakan bahwa:

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur

atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya. setelah lampaunya jangka

waktu vang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan

perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti,

kreditor berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut

kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yvang lazim berlaku.

dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi

dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau

dan efek-efek vang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya

dapat dilakukan di tempat itu juga. asalkan dengan perantaraan dua orang

makelar vang ahli dalam bidang itu”,
Hak@amm executie dalam gadai. lahir demi udang-undang sejak debitur ingkar janji kalau
tidak diperjanjikan lain. Muatan ketenman%asal 1155 KUH Perdata hanya bersifat
mengatur (aamullendrechr), berarti dapat disimpangi. Artinya, ketentuan Pasal 1155 KUH
Perdata dapat diperjanjikan kedua belah pihak, misalnya kreditor tak berwenang menjual
sendiri benda jamiman apabila debitor wanprestasi.'®

Manfaat lembaga parate executie agar kemudahan diperoleh kreditor untuk
pemberesan hutangnya minus demi banyak bea, durasi, serta energi ketika debitor
wanprestasi. Kemudahan dengan parate executie agar kredit akan dberikan oleh perbankan
kepada debitor vang membutuhkan dana untuk keperluannya. Untuk itulah, pembentuk
regulasi menyodorkan wahana parate executie pada kreditor demi mendapatkan
pemberesan tagihannya vang pertama kali via norma di dalam@asal 1178 ayat (2) KUH
Perdata. Penerima hipotik pertama diberikan untuk mengikrarkan beding van

eigenmachtige verkoop (ikrar demi melego atas kekuasaan sendiri). Seraya mengikrarkan

wewenang tersebut, kreditor dapat serta-merta menjual objek agunan di depan publik

¥ Moch. Isnaeni. Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia. 1. (Surabaya: CV. Dharma Muda. 1996). 54.
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jikalau debitor wanprestasi tanpa wajib fiat dari ketua pengadilan negeri,l%w (Burgerlijk
Wetboek) Nederland Tahun 1830, mulanya belum mencantumkan kemungkinan perlu
mencantumkan “beding van eigenmachtige verkoop™. Setelah itu Tahun 1833 diimbuhkan
ayat (2) pada Pasal 1223 yang subtansinya sepada dengan Pasal 1178 ayat (2) KUH
Perdata bahwa diberikan wewenang pada penerima hipotik pertama demi mengikrarkan
kewenanangan penjualan bersendikan kekuasaan mandiri apabila debitor wanprestasi.

Di dalam implementasiQ'asal 1223 ayat (2) BW Nederland (1178 ayat (2) KUH
Perdata Indonesia), HR (Hooge Raad, MA-nya Nederland) diikuti vang disebut
“lastgeving-teorie” atau teorli mandat. Kreditur penerima hipotik melego tanah yang
dijadikan objek agunan selaku juru kuasa dari pemilik tanah. Beberapa exp&rtQara ahli
menimbang teori yang dipakai HR tersebut tidak lazim sebab kalau kreditur melaksanakan
penjualan bersendikan kuasa, maka sewajibnya yang menyerap hasil pelegoan ialah debitor
dan tidak kreditur. Dan yang lebih tak lazim lagi sebab pelegoan tersebut laksanakan oleh
kreditur, dengan alasan melaksanakan wewenangnya sendiri dan juga di dalam praktik
telah lazim dikenal bahwa penerima hipotik berwenang mengalihkan hak milik atas tanah
yvang dilegonya pada pemesan tanah bersendikan berita acara lelang. kekuasaan demikian
diibaratkan sudah didapat dari haknya untuk melaksanakan eksekusi.?”

Di dalam arrest-nya tertauggal@[} April 1934 (N.J 1934,1721) HR masih dianut
paham mandat, vang disebutkan bahwa kreditor melego bersendikan kuasa mutlak.
semenjak arrest HR tertanggal 11 April 1941 (NJ. 1941, 10), berlangsung situasi peralihan
pendapat dengan digunakan istilah yang netral oleh HR. Dalam arrest HR tanggal 25
Januari 1977 (NJ. 1977, 362), bahwa pemberian perintah (/astgeving) maupun kuasa sudah
tidak disinggung sama sekali, dan bahkan disebutkan bahwa kreditor yang melegonex-Pa sal
1223 ayat (2) BW Nederland atau (Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Indonesia) selaku
kreditur yang melakukan wewenangnya (eksekusi) ala vang digampangkan
(veremvoudegde wijze van executie).!

Pemikiran komunitas kehakiman (peradilan) dan putusan di negera Indonesia
mengenal parate executie bersendikan “beding van eigenmachtige verkoop”, bahwa dalam

salah satu putusan dianut sebuah pemikiran vang bisa diucapkan sangat kontroversi terkait

¥ 1. Satrio. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tangeungan, Buku I (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1997), 212-213.

U R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa. 1985). 86.

2! Satrio. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1. 230.
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pelaksanaan eksekusi “beding van eigemmachtige verkoop™ 1alah Putusanq/[ahkamah
Agung RI Nomor 320 K/Pdt/1980 tertanggal 20 Mei 1984. Vonis terkandung tiada
membenarkan pelenggaraan executoriale verkoop bersendikan klausula eigenmmachtige
verkoop dilaksanakan secara mandiri oleh kreditur minus via Ketua Pengadilan Negeri,
dengan dalih: pertama, setiap pelelangan (executorial verkoop) didasarkan Pasal 224 HIR,
wajib via pengadilan negeri; kedua, pelelangan tak sah, jikalau secara langsung
dilaksanakan?awatan lelang. karena yang maknai dengan jawatan umum pada Pasal 1211
KUH Perdata merupakam pengadilan. tidak jawatan lelang.’> Namun menurut Djuhaendah
Hasan, ketentuan Pasal 1211 KUH Perdata ditentukan bahwa: pertama, penjualan%arus
dilakukan dimuka umum; kedua, didasarkan kebiasaan setempat; dan ketiga, penjualan
objek jaminan diselenggarakan pejabat lelang.”® vang sekarang disebuta%ejabat lelang
adalah “orang vyang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang
khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang”.**

Berdasarkan uraian di atas bahwa parate executie ialah wewenang melego atas
kekuasaan sendiri objek jaminan vang dipunyai kreditor pertama tanpa perlu ijin%ema
pengadilan negeri. Sertifikat hak tanggungan atau sertifikat fidusia dapat digunakan untuk
eksekusigobjek jaminan hak tanggungan atau fidusia. Kedua sertifikat 1tu mengikat tidak
hanva antara pemberi dan penerima jaminan namun juga mengikat seluruh pihak ketiga
yang berkaitan dengan objek jaminan.

Parate executie merupakan wewenang relatif vang dimiliki penerima jaminan
dalam hal ini kreditor. Hak relatif hadir apabila wanprestasi dilakukan oleh pemberi
jaminan dalm hal ini debitor. Hak relatif hanya berlaku untuk seorang tertentu. tidak untuk
pihak lain. Dalam konteks objek jaminan, hak relatif hanya diperuntukkan penerima objek
jaminan sebagai kreditor. dan tidak bisa dikuasaikan kepada pihak lain. Obyek jaminan
hanya dapat dijual oleh penerima objek jaminan sebagai kreditor., dan tidak bisa
dikuasakan kepada pihak manapun untuk menjual objek jaminan tersebut.

Kewenangan nisbi memiliki klaim pada pihak asing demi melakukan sesuatu hal,

memberikan sesuatu hal. dan tak melaksanakan sesuatu hal tertentu. Kewenanga nisbi bagi

** M.Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama. 1993). 196.

# Djuhaendah Hasan. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada
Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996). 248.

#* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. n.d.. sec. Pasal 1 Angka 14.
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penerima objek jaminan%apat menjual objek jaminan secara pelelangan umum melalui
kantor lelang. Wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi objek jaminan selaku debitor
dapat berakibat objek jaminan dijual melalui pelelangan umum oleh penerima objek
jaminan selaku kreditor kepada kantor lelang.

Hak relatif terdapat prestasi sebagai objek. Objek jaminan vang dimiliki oleh
pemberi objek jaminan selaku debitor dapat dijual oleh penerima objek jaminan selaku
kreditor. Hasil penjual objek jaminan tersebut oleh kreditor diambil sebagai pelunasan
hutang debitor.@upabila ada sisa dari penjualan tersebut, maka dibalikkan pada debitur.
Sekiranya hasil pelelangan tak cukup buat pelunasan utang debitur, maka kreditor dapat
menagih kembali kepada debitor.

Parate executie sebagai hak relatif yang dimiliki oleh penerima objek jaminan atau
pemegang objek jaminan selalaku kreditor dilindungi oleh hukum. Parate executie
memiliki kesesuaian makna dalam persfektif yvurisprudensi mahakamah konstitusi, doktrin
atau pendapat ahli, dan peraturan perundangan-undangan. Ketiga memperkuat keberadaan
parate executie. Kekuatan hukum kedudukan parate executie tersebut dapat memperlancar
kegiatan lalu lintas dunia bisnis. Para pihak seperti debitor memperoleh pinjaman dari
kredior. dan kreditor dapat memberikan pinjaman kepada debitor. Kedua saling percaya
dan objek jaminan merupakan bagian dari kesepakatan mereka. Para pihak yang terlibat
dalam lalu lintas kegiatan bisnis tersebut dapat aman terlindungi dengan eksistensi parate
executie.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa parate executie dalam hukum jaminan dapat
dipersingkat bahwa parate executie memiliki unsur: pertama, parate executie diberikan
oleh undang-undang; kedua, parate exectie dituangkan dalam perjanjian dalam akta
perjanjian pernjaminan; Ketiga, parate executie adalah hak relatif (nisbi); parate executie
tidak dapat diwakilkan / dikuasakan dalam penjualannya: keempat, parate executie tidak
perlu fiat ketua pengadilan negeri dalam pelaksanaan eksekusinya; kelima. parate executie
lakukan dengan objek jaminan dijual dimuka umum, keenam. parate executie terwujud
dengan adanya wanprestasi vang dilakukan pemberi jaminan.

B. Parate Executie Dalam Jaminan Fidusia Meuurutq{atiﬂ Decidendi Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019
Agunan fiduciare merupakan terobasan baru penemuan hukum oleh pengadilan.

Dalam hukum jaminan kebendaan yang tertuang dalam KUHPerdata jaminan terdiri dari
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dua jenis yaitu pertama, agunan objek berjalan, dan kedua, agunan objek tetap. Agunan
yang pertama adalah gadai vang ditentukan %i dalam ketentuan Pasal 1150-1160
KUHPerdata, sedangkan jaminan yvang kedua ialah hipotilgak tanggungan yang diatur di
dalam ketentuan Pasal 1162-1178 KUHPedata jo%ndang-Undaug Nomor 4 Tahun 1996.
Pengaturan agunan kebendaan yang dalam KUHPerdata masuk sistem tertutup. Artinya,
selainq’amiuau gadai dan jaminan hipotek/hak tanggungan tidak ada jenis jaminan

23

kebendaan lainnya.~” Dengan diakuinya fidusia sebagai jaminan kebendaan, maka
KUHPerdata khususnya Buku Kedua telah lepas prinsip tertutup yang dianutnya.’® Fidusia
sebagal jaminan kebendaan yang diakui oleh putusan-putusan pengadilan, kemudian diakui
oleh penerbit undang-undaug%engan terbitnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
Fiduciare dibandingkan gadai saling menguntungkan kreditor dan debitor, karena debitor
di samping memperoleh kucuran kredit dari kreditor, juga objek fidusia masih digunakan
oleh debitor.”” Hal vang sama juga dialami oleh kreditor, objek fidusia tidak perlu
disimpan oleh kreditor dan kreditor dapat mengucurkan dananya kepada debitor, karena
kreditor tidak perlu menyiapkan tempat dan biaya penyvimpanan objek fidusia. dan dana
yang dimiliki kreditor bisa diputar dengan pencairan kredit kepada debitor. Hal tersebut
saling menguntungkan bagi kreditor dan debitor.

Keteuman%asal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini: kreditor
penerima fidusia memiliki wewenang untuk melego atas kekuasan mandiri objek fidusia
apabila cidera janji dilakukan debitor pemberi agunan fiduciare. Ketentuan Pasal 15 ayat
(3) tersebut terdapat beberapa antara lain: wanprestasi dilakukan oleh debitur sebagai
pemberi fidusia, penjualan atas kekuasaan sendiri oleh kreditor sebagai penerima fidusia.
dan objek fidusia sebagai objek jaminan. Ketentuan tersebut dalam khasanah hukum
jaminan disebut dengan parate executie. Parare executie merupakan weweuaug@umk
menjual atas kekuasaan sendiri objek jaminan oleh penerima jaminan apabila cidera janji
dilakukan oleh pemberi jaminan. Dalam konteks jaminan fidusia, parate executie ialah
wewenang%nmk menjual atas kekuasaan sendiri objek fidusia oleh penerima fidusia
apabila wanprestasi telah dilakukan oleh pemberi fidusia.

@

Parate executie tersebut dapat dilaksanakan "Oleh penerima fidusia apabila

wanprestasi dilakukan pemberi fidusia, namun Ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak

+* Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1984), 22.
28 Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). 12.
" Tiong. Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. 22.
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mengatur waktu terjadinya wanprestasi vang telah dilakukan pemberi fidusia.
Ketidakjelasan waktu terjadinya wanprestasi tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian
hukum bagi pemberi fidusia. Ketentuan tersebut dianggap merugikan hak kosntitusional
warga negara ditelah divoniskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusanqmmnr
18/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 18/PUU-
XVII/2019, di dalam pertimbangan atau ratio decidendi putusan tersebut poin 3.16
paragaraf 3 dinyatakan:

“substansi norma dalam Pasal 15 avat (3) UU 42 Tahun 1999 berkaitan dengan
adanva unsur debitur vang cidera janji vang kemudian memberikan hak kepada kreditor
penerima fidusia untuk menjual atas kekuasaannva sendiri objek jaminan fidusia.
Persoalannva adalah kapan cidera janji itu dianggap telah terjadi dan siapa vang berhak
menentukan? Inilah vang tidak terdapat kejelasannva dalam norma Undang-Undang
Fidusia. Dengan malksud lain, ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi hukum
berupa ketidakpastian hukum perihal waktu sesungguhnva debitor pemberi fidusia telah
melakukan cidera janji vang berakibat timbulnva kewenangan vang bersifat mutlak pada
pihak kreditor penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia vang berada dalam
kekuasaan debitor”.*

Dalam ratio decidendi putusan tersebut berintisari bahwa wanprestasi atau cidera
janji pemberi fidusia yang termaktub di dalam norm&gasal 15 ayat (3) tersebut tidak diatur
batas dan wakm@arjadi cidera janji yang dilakukan debitor pemberi fidusia. D1 samping
itu, apabila cidera janji/wanprestasi tersebut terjadi, siapa vang menentukan
keciderajanjian pemberi fidusia. Ketidakjelasan waktu dan siapa yang memutuskan
keberadaan ingkar ikrar di dalam pengaturan Pasal 15 avat (3) tersebut dapat
mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemberi fidusia. Dengan demikian parate
executie tersebut tidak bisa dilakukan oleh penerima fidusia, karena parate executie dapat
dilaksanakan apabila cidera janji/wanprestasi pemberi fidusia, sedangkan wak‘nﬂau siapa
yvang menentukan terjadinya cidera janji/wanprestasi tersebut masih tidak jelas.

Di samping persoalan waktu dan siapa penentu terjadinya cidera janji / wanpretasi
tersebut, parate executie dapat dilaksanakan apabila l{redimr%emberi fidusia secara

sukarela menyerahkan objek fidusia kepada penerima fidusia. Hal ini dikemukan dalam

¥ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,”
2019, sec. Poin 3.16.
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Qatio decidendi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor

18/PUU-XVII/2019 dalam poin 3.17 paragraf 3 juga bahwa:

“Sepanjang debitor pemberi hak fidusia telah mengakui adanya cidera janji
(wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek fidusia dalam perjanjian fidusia,
maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditor penerima fidusia untuk dapat
melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila vang terjadi sebaliknya.
debitor pemberi hak fidusia tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan
keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek fidusia dalam perjanjian fidusia. maka
kreditor penerima fidusia tidak boleh melakanakan eksekusi sendiri, melainkan harus
memohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian, hak
konstitusionalitas debitor pemberi fidusia dan kreditor penerima fidusia terlindungi secara
seimbang”.

Dalam ratio decidendi tersebut termaktub bahwa parate executie bisa
diselenggarakan jikalau kreditor pemberi fiduciare mengakui cidera janji serta kreditur
penerima fiduciare menerima objek fidusia dari debitur pemberi fidusia yvang secara suka
cita menyerahkannya. Hal yang berbeda akan terjadi. apabila cidera janji tidak diakui oleh
debitor pemberi fidusia. dan tidak mau memberikan agunan fidusia pada kreditur penerima
agunan fidusia. Di dalam perihal iuigarate executie yang dimiliki oleh kreditor penerima
fidusia tak bisa dilaksanakan bagi kreditur penerima agunan fidusia, karena tidak ada
pengakuan terjadinya cidera janji dan objek fidusia tidak diserahkan oleh debitor pemberi
fidusia.

Permasalahan kapan waktu terjadi wanprestasi dan siapa penentu keberadaan
ingkar ikrar tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan Vonis%omor 18/PUU-XVII/2019
mempersembahkan jalan keluar atas kemelut pengaturan Pasal 15 avat (3) tersebut
sebagaimana tercantum di dalam ratio decidendi dalam poin 3.18 paragraf satu juga
bahwa: “norma Pasal 15 avat (3) UU 42 Tahun 1999 khususnya frasa cidera janji atau
wanprestasi hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa adanya
cidera janji atau wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor penerima fidusia

saja melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor penerima fidusia dengan debitor

2% Thid.. Poin 3.17.
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pemberi fidusia atau atas berdasarkan upaya hukum dalam penentuan terjadinya cidera
janji.*°

@)alam ratio decidendi tersebut Mahkamah Konstitusi member1 solusi jalan keluar
kemelut waktu cidera janji tersebut bahwa ingkar ikrar%i dalam norma Pasal 15 ayat (3)
tersebut terjadi atas kesepakatan mngak%ebimr pemberi serta kreditur penerima agunan
fidusia atau atas berlandaskan upaya hukum dalam penentuan terjadinya cidera janji.
Cidera janji debitor pemberi fidusia terjadi apabila ada kesepakatan celah debitur pemberi
dan kreditur penerima fiduciare vang menyatakan bahwa telah terjadi wanpr»:stasi%leh
debitor pemberi fidusia. Atau cidera janji tersebut terjadi apabila ada upaya hukum untuk
penentuan terjadinya cidera janji vang dilakukan debitm%emberi fidusia. Upaya hukum ini
tentu dilakukan oleh kreditor penerima fidusia.

Wanprestasi atau non performa atau disebut dengan defauit atau non fulfillment
breach of contract merupakan ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam pelaksanaan
pemenuhan bebasnya. Mengikuti Subekti 1alah “apabila debitor tidak melaksanakan seperti
apa vang dijanjikannya. maka dikatakan debitor melaksanakan wanprestasi. artinya debitor
apa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar kesepakatan. bila debitor melakukan atau
berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”?! Sementara mengjkuti%uuir Fuady,
“wanprestasi merupakan tidak dilakukan prestasi atau kewajiban seperti yang dibebankan
dalam kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang tercantum dalam kontrak yang

(L) '}
bersangkutan™.*?

Artinya, wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terpenuhinya
kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, yang disebabkan kealfaan debitur
secara terencana ataupun tidak terencana. dan sebab dalam situasi dan kondisi kahar
(overmacht / forcemajeur).” Mengikuti M. Yahya Harahap, “wanprestasi ialah
melaksanakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut
selayaknya seperti yvang dicantumkan dalam kesepakatan. Seorang debitor dikatakan
berada dalam keadaan wanprestasi. apabila debitor tersebut dalam melaksanakan perjanjian
telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam

melakukan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya”. >

** Ibid.. Poin 3.18.

*1 Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. 1.

*Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
2001), 87-88.

** Djaja S. Meilala. Hukum Perdata Dalam Perspektif BIW (Bandung: Nuansa Aulia, 2012). 175.

** M.Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni. 1986). 60.
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Tatkala pengaturan norma Pasal 1 Angka 14 RUU tentang Perkreditan Perbankan
dinyatakan bahwa “wanprestasi adalah cidera janji vang dilakukan oleh salah satu pihak
dan/atau kedua belah pihak, karena tidak melaksanakan kesepakatan baik seluruh dan/atau
sebagian yang telah disetujui bersama”.’> Wanprestasi dalam terminologi perbankan
disebut kredit macet. vaitu angsuran kredit dan bunga beserta dendanya tidak dibayar
debitor.’® Bank Indonesia memetakan kredit bank ke dalam beberapa kategori yang
dilaksanakan bersandarkan kolektibilitas meliputi: “a. Kredit Lancar; b. Kredit Kurang
Lancar; ¢. Kredit Diragukan; dan d. Kredit Macet™.?” Sepanjang huruf b hingga huruf d
selaku kredit tidak sehat atau berproblematis. Terminologi pinjaman berproblematis sudah
digunakan di dalam ranah perbankan di Indonesia yang dinamakan dengan problem loan,
adalah suatu istilah yang telah biasa eksistensinya diterapkan di dalam perbankan seluruh
dunia. Pada asasnya, permasalahan kredit bermasalah ialah permasalahan perdata yang
sesual terminologi hukum privat, merupakan korelasi debitur dan kreditur dalam relasi
utang piutang. Relasi tersebut disebakan keberadaan dari kesepakatan tertentu. Debitur
berikrar pengembalian daba vang dipinjamnya dengan diikuti bea dan anakannya. dan
fihak kreditur mengasihkan kredit terhadap debitur.

Seumpama sesudah kreditur berupaya wvia usaha prefentif walakin kredit yang
sudah dikeluarkan berakhir menjadi kredit bermasalah, lalu kreditur akan memakai usaha
repesif. Usaha-usaha represif yvang semual akan dilaksanakan yaitu melaksanakan usaha
penvelamat kredit, manakala usaha penyelamatan kredit tidak bisa dilaksanakan atau
kendatipun telah dilaksanakan namun tidak menorehkan hasil maka bank akan mencari
jalan usaha penagihan kredit. Persyaratan seuah tindakan yang bisa disebut non prestasi
sudah ada dgalam Pasal 1243 KUHPerdata vang dinyatakan “apabila seseorang telah lalai
melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain dan tetap tidak melaksanakan kewajiban
tersebut, meskipun telah diingatkan, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan
wanprestasl, atas kelalaian tersebut yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang
ditimbulkannya™.

Tatkala considerations legalis Vonisﬂ/lahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3434K/Pdt/2000 tertanggal 29 Maret 2007, bahwa debitur telah lupa melakukan

pemenuhan bebannya setiap bulan angsurannya sehingga kreditor berhak minta

** Rancangan Undang-Undang Tentang Perkreditan Perbankan. n.d.. sec. Pasal 1 Angka 14,
*M. Khoidin, Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan (Yogyakarta: LaksBang, 2005), 10.
*7 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR/2000, 2000.
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pemenuhan melalui pengadilan meskipun tenggang waktu belum lampau sesuai dengan
akta kredit. Dalam pertimbangan putusan tersebut bahwa debitor wanprestasi karena lalai
membayar angsuran tiap-tiap bulan sebagaimana tertuang klausula dalam akta perjanjian
kredit, meskipun belum jatuh tempo. Beraneka ragam untuk pihak-pihak yang tidak
melaksanakan prestasi meskipun sedari awal sudah setuju guna dilakukan serasi dengan
kesepakatan. Ragam ingkar ikrar meliputi:*® 1. Wanprestasi (non performa) berbentuk
tidak memberikan performa: 2. non performa sebab telat memberikan performa:; 3. Non
performa sebab tidak penuh dalam memberikan performa; dan 4. Non performa vang
melaksanakan suatu hal yang tidak diperkenankan dalam perjanjian.

Dampak hukum keberadaan ingkar ikrar meliputi:** a. kreditur bisa mengharuskan
pelaksanaan pemenuhan persetujuan, atau pemenuhan persetujuan diiringj%anti rugi. dan
pembatalan persetujuan disertai ganti rugi. Hal seperti dinormakan%alam Pasal 1267
KUHPerdata, “pihak vang tidak dipenuhi terhadapnya perikatan, dapat memilih; memaksa
pihak vang lain yvang tidak memenuhi perikatan untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu
masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya,
kerugian dan bunganva™. b. debitur wajib memenuhi pembayan ganti rugi terhadap
kreditur seperti norma Pasal 1243?UH Perdata. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata bahwa:
apabila debitor wajib memenuhi menyulih bea, kemudaratan, dan anakan sebab tidak
melakukan perikraran. meski debitur diputuskan lupa tetap wajib melakukan pemenuhan
perikatan, atau debitur melakukan pemenuhan tersebut dilakukan melampaui batas waktus
yvang telah ditentukan. Kredit yang dipinjam oleh debitur dari kreditor harus dikembalikan
sejumlah dan keadaan semula sebagaimana vyang diperjanjikan. Hal secara tegas
diuyatak'aHQi dalam Pasal 1763 KUHPerdata bahwa: “Barang siapa meminjam suatu
barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu
yang diperjanjikan™.* c.%ika perikatan dilahirkan dari perjanjian timbal balik, kreditor
dapat dibebaskan dirinya dari kewajiban memberikan kontra prestasi. Dalam@asal 1266
KUHPerdata bahwa: apabila syarat batal dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, jika
salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka perjanjian tersebut@ldak batal demi

hukum. namun pembatalan tersebut wajib disampaikan kepada pengadilan negeri.

* R. Subekti. Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa. 1987). 45: Meilala. Hukum Perdata Dalam Perspektif
B, 175-176.

* Ibid.. 176.

* Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). n.d.. sec. Pasal 1763.

https://iainjember.turnitin.com/viewer/submissions/0id:29950:14821475/print?locale=en 21/26



3/15/22, 10:19 AM Rev_MENDELEY_Parate Executie Dalam Fiduciare Eigendomsoverdracht Menurut Ratio Decidendi Putusan Mah - Rumawi Rumawi

Klasifikasi cidera janji tersebut di atas perlu dikaitkan dengan ketenman%asal 1238
KUHPerdata bahwa debitor dalam keadaan lalai dan karena itu ia wanprestasi apabila telah
ditegur atau diingatkan, dan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau debitor
tersebut lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana batas waktu vang telah ditentukan
dianggap cidera janji. Ketentuan Pasal Pasal 1238 KUHPerdata bersifat menambah atau
bersifat terbuka, artin}ra%ara pihak dapat menyimpangi ketentuan tersebut. Para pihak
dalam perjanjian kredit membuat klausula bahwa apabile%ebimr tidak membayar angsuran
pada tanggal vang telah disepakati dalam perjanjian dapat dianggap cidera janji, dengan
demikian debitor tidak perlu lagi disomasi atau ditegur oleh kreditor.*’ Dengan tafsir
Mahkamah Konstitusi atas normaQidera janji dalam anggitan Pasal 15 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999, eksistensi ingkar ikrar tidak diperkenankan diputuskan
oleh kreditur secara mandiri, namun berdasarkan persetujuan oleh keduanya atau
berdasarkan usaha hukum yang memutuskan ingkar ikrar sudah terjadi. Tafsir@ersebut
mengikat para pihak dan para pihak tidak dapat menyimpangi tafsir atas ketentuan
tersebut, karena: pertama, tafisr terhadap ketentuan dimaksud di dalam vonis Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia adalah sederajat dengan qanun di bawah@]ndang-Umdang
Dasar 1945; dan kedua., undang-undang fidusia tidak mengatur sifat sistem terbuka atau
sistem tertutup sebagaimana dalam sistem terbuka dan sistem tertutupnya dalam
KUHPerdata. Dengan demikian, cidera janji sebagaimana tafsir mahkamah konstitusi
tersebut adalah setara ketentuan norma undang-undang. dan undang-undang terkait fidusia
1alah norma yang memaksa para pihak dan tidak dapat disimpangi oleh debitor dan
kreditor dalam penentuan terjadinya cidera janji debitor. Kesepakatan para pihak dalam
menentukan terjadinya cidera janji debitor merupakan kewajiban para pihak yang tidak
dapat disimpangi. Kreditor tidak dapat menenutkan secara sepihak bahwa cidera janji telah
dilakukan oleh debitor. Debitor dan kreditor harus bersepakat untuk penentuan cidera janji

bagi debitor.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa parate executie dalam hukum jaminan fidusia
dapat dipersingkat bahwa parate executie memiliki unsur: pertama,%arate executie
diberikan oleh undang-undang fidusia: kedua. parate exectie dituangkan dalam perjanjian
dalam akta perjanjian pernjaminan fidusia; ketigaﬁarate executie adalah hak relatif (nisbi)

yang dimiliki oleh penerima fidusia; parate executie dilaksanakan oleh prinsipalnya dalam

#1). Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 263.
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hal jﬂi%euerima fidusia, dengan kata lain tidak dapat diwakilkan / dikuasakan dalam
penjualannya; keempat, parate executie tidak perlu fiat ketua pengadilan negeri dalam
pelaksanaan eksekusinva; kelima, parate executie terwujud dengan adanya wanprestasi
yang dilakukan pemberi jaminan. Keenam, parate executie dalam agunan fiduciare bisa
diselenggarakan jikalau objek fiduciare diberikan secara suka cita dari debitor pemberi
fiduciare pada kreditor penerima fiduciare. Pemberian secara sukarela tersebut merupakan
manifestasi pengakuan pemberi fidusia bahwa ingkar ikrar sudah terjadi dalam dirinya
terhadap kesepakatan vang telah disepakti bersama penerima fidusia. Ketiadaan
e%vf:n},ﬂ:rf-ihan objek fidusia secara sukarela oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia
merupakan hal yang mestakhil parate executie dapat terwujud dan dilaksanakan oleh pihak

penerima fidusia.

Cidera janji vang diuji tersebut masih menyisakan pertanyaan, karena cidera janji
pemberi fidusia diatur dalam bebarapa di%udang-undang fidusia. Cidera janji dalam
%ndamg-Uudamg fidusia terdapat dalam beberapa pasal tidak hanva pada ketentuan@asal
15 Ayat (3). Norma ketentuan “cidera janji’ di antaranya termuat pada kentuan@ntara lain:
Pasal 15 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (4). dan Pasal 33. Secara penafsiran
sistematis, ketentuan norma cidera janji yang termaktub di dalam norma@asal 21 Ayat (2),
Pasal 21 Ayat (4), dan Pasal 33 mengikuti ketentuanQasal 15 Avat (3) hasil mahkamah
konstitusi tersebut. Secara 110r111$etenman Pasal 21 Avat (2), Pasal 21 Ayat (4), dan Pasal
33 tidak ikut serta diuji. dan mahkamah konstitusi juga tidak ikut menafsirkan ketentuan
cidera janji dalam tiga pasal selanjutnya. Apakah cidera janji dengan maksud bahwa
keberadaan ingkar ikrar tidak diperkenankan dilakukan secara mandiri dari kreditur,
namun dilaksanakan bersendikan permufakatan oleh kedua pihak atau bersendikan usaha
hukum vang memutuskan keberadaan ingkar ikrar sudah terjadi, dari tafsir mahkamah
konstitusi atas norma ketenman@asal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Jjuga ikut memaknai kata cidera janji yvang terdapat pada%etenman Pasal 21 Ayat (2) jo.
Pasal 21 Avat (4) jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Alhasil, penafsiran
cidera janji tersebut hanva pada ketenma@asal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 semata. Hal inilah masih membuka peluang secara terbuka bahwa penerima
fidusia suatu tidak menggunakanQidera janji dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999, namun para penerima fidusia masih bisa menggunakan

cidera janji pemberi fidusia dalam norma Pasal 21@\yat (2) jo. Pasal 21 Ayat (4) jo. Pasal
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33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ketika akan melaksanakan%arate executie

yang dapat dimiliki oleh penerima fidusia berdasarkan akta fidusia.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pemecahan masalah subjek pada tersebut di atas
sebelumnya, bisa disarikan inti pokoknya antara lain: pertama, parate executie ialah hak
atau wewenang vang inheren dalam penerima jaminan yang bisa dilaksanakan jikalu
debitur pemberi agunan bertindak cidera ikrar. Parate executie dilakukan oleh penerima
jaminan tanpa 1jin dari pemimpin pengadilan negeri. Objek agunan vang dilego via
penjualan di depan publik diajukan sendiri oleh penerima jaminan. Pihak mana pun tidak
dipernankan mewakili penerima jaminan dalam pengajuan permohonan pelelangan umum
kepada kantor lelang. Kedua,@idera janji vang dilakukan debitor pemberi fidusia terjadi
apabila ada@esepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Atau wanprestasi dimaksud
terjadi atas berdasarkan upaya hukum dalam menentukan terjadinya wanprestasi.
%esepakatan antara pemberi dan penerima fidusia terjadinya cidera janji vang dialami oleh
pemberi fidusia dapat lahirnya %arate executie yang dimiliki oleh penerima fidusia.
Namun, terjadinya cidera janji yvang dialami pemberi fidusia tidak serta merta parate
executie dapat dilakukan penerima fidusia jikalau debitur pemberi fidusia tak berkenan
menyerahkan secara sukarela benda agunan fidusia kepada kreditur penerima agunan
fidusia. Parate executie dapat dilaksanakan oleh penerima fidusia dengan syarat terjadinya
cidera janji diakui oleh pemberi fidusia, dan objek fidusia diserahkan secara sukarela oleh
pemberi fidusia. Dan hal itu dimulai dari terjadinya kesepakatan para pihak dalam
penentuan cidera janji yvang dilakukan debitor. Hal demikian merupakan ketentuan vang
wajib dilaksanakan para pihak dan tidak dapat disimpangi dalam penentuan cidera janji

debitor.
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